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ABSTRAK

Jalan merupakan aset daerah yang dinikmati seluruh masyarakat. Pemerintah
diketahui adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan
mengelola jalan, setiap daerah memiliki tata pengelolaa jalan yang berbeda,
terdapat dua lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan untuk mengelola
jalan dikota Batam, lembaga tersebut adalah Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang berwenang berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2000 dan Pemerintah Kota Batam yang berwenang berdasarkan Pasal 9
ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2) huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
menemukan jawaban mengenai kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam
pengelolaan jalan yang hak pengelolaannya dimiliki olen BP Batam, dan status
hukum tanah setelah proyek pelebaran jalan selesai dikerjakan. Penulis dalam
menemukan jawaban terkait masalah tersebut menggunakan metode penelitian
empiris, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Data diperoleh
penulis dari hasil wawancara dengandengan Dinas Bina Marga dan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kota Batam. Hasil penelitian adalah
terkait kewenangan Pemerintah Kota Batam terhadap jalan yang dimiliki BP
Batam telah diadakan suatu perjanjian pinjam pakai antara kedua lembaga,
perjanjian tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Batam
dengan tujuan membangun sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas
sebagai pemerintahan daerah. Mengenai status diketahui dalam perjanjian tersebut
tidak memberikan kepemilikan kepada Pemerintah Kota Batam, status
Kepemilikan tetap dimiliki oleh BP Batam.

Kata kunci:Jalan, Kewenangan, Pemerintah Daerah.



ABSTRACT

Road is local asset that society take benefit of. Government is known as an
institution that has the right to take care and manage the road, however each city
has their own road governance. There are two institutions that have authority to
govern road in Batam, those are Batam Free Trade Zone and Free Port
Management Agency (BP Batam) that was authorized based on President Decree
No. 41 Year 1973 and Act No. 36 Year 2000 and Batam City Government that was
authorized based on article 9 section 4 in conjunction with article 12 section 12
letter D of Act No. 23 year 2014 about local government. The purpose of this
research is to find the justification of Batam City Government authority to
manage the road when the management right is owned by BP Batam, along with
road legal status after road widening project finish. Author approach the research
problem by using empirical research method with qualitative approach. Data
were obtained by author from interviews conducted with Department of Highways
along with Financial and Asset Management Agency in Batam. Research results
shown that there is lease agreement between two institutions, where BP
Batamgave an authority to Batam City Government to perform their duty as local
government to build infrastructures. In relation to the legal status, the agreement
stated that the ownership is still owned by BP Batam and not transferred to
Batam City Government.

Keywords: Road, Authority, Local Government.
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